NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
NOMORZTAHUN 2020

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

"Menimbang

Belanja Desa;
bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan dari huruf (a) di atas, maka

perlu ditetapkan Peraturan Nagari Barung Barung Balantai tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);
Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang o Udang Nomt 14 b 08 waiang Netodulaan
T Btk (0 ombamn Nogara Ropoblil Indonesta Tahi 2008
Nomor o, Tamdbaban 1 omdaran Nopara Republik Tndonesia Nowe
AN

Undang © Undang Namor 12 Tabug 2010 watang Dandentukan
Dowrran Domindang © Undangan (Qombaran Nogam  Republid
Jadonesia Tahun 2001 Nomor 82\

Undang = Undang Nomor & Tahun 2014 rrang Dosa (Lombanan
Nopara fahan Repalil Indonesia Tahun 2014 Nomar 7, Tambahan
Lomharan Negara RepudIlk Indonesia Nomy 3493

Undang = Undang Nomar 23 tahun 2014 reatang Demerintahan Daerah
Qomdaran Nogara Ropublil Indonesia tahun 2014 Nomor 224,
Tamdahan Lombaran Negara Republik Indonesia Nomaor  S387%
sebagaimana lah dinhah dengan Undang - Undang Nomar @ tabun
2013 wentang Porubahan Kadua atas Undang - Undang Nomar 23
Tahun 2014 Tontang Pemerinmhan Daembh  (Lembaran  Negam
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Repudlik Indonesia Namor 3079)

. Peraturan Pemenintzh Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000

renmang Pembagian Hasil Pencrimaan Pajak Bumi dan  Bangunan
antara Pemenintzh Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 30

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2003
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578):

Perauran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pembinsan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daersh (Lembaran Negarma Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 163);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomer 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

‘ Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

% 5558); scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

! Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negera
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
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Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun

2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4):

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

27. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 159);
28. Peraturan  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Pendampingan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

29. Peraturan  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
296);

30. Peraturan  Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Penctapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 201 7;

31. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019:

32. Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1970)

33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok — Pokok Pemerintahan Nagari;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang

Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
37. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata
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Cara Pembagian dan Penctapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

38. Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penctapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

39. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penctapan Bagj Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

40. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun
2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran
2019;

41. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2019;

42. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana
Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

43. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2019;
44. Peraturan Nagari Batu Barung Barung Balantai Nomor 1 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag)

Tahun 2017-2023;
45. Peraturan Nagari Barunng Barung Balantai Nomor 4 Tahun 2018
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Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2019;
46. Peraturan  Nagari Barung Barung Balantai Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaram
2019,
47. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun

Anggaran 2019,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
dan
WALINAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI

MEMUTUSKAN

Il enetapkan  : PERATURAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENTANG
| LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019

_éngan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Barung Barung Balantai
Tahun Anggaran 2019 diterima sebesar Rp 1.304,157,212 (Satu Miliar tiga Ratus

: empat Juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah);

b. SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Barung Barung

. Balantai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 26,637,683,80 (Dua puluh enam juta

enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga Rupiah delapan

puluh Sen);

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Barung Barung

Balantai Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp 1,293,193,777,98 (Satu Milyar dua ratus

sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh

tujuh );
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;' d. SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Barung Barung

Balantai Tahun Anggaran 2019 scbesar Rp 30,561,817,58 (Tiga Puluh juta lima ratus

enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan se Sen);
Pasal 2

j-;‘mjan lebih lanjut mengenai Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini

‘berupa Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3
Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
*Ierpisallk“" dari Peraturan Nagari ini.

: Pasal 4
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan / atau Keputusan Wali Nagari guna

Pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini

dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Barung Barung Balantai
Pada Tanggal : 25 Januari 2020

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI

l_D iundangkan di . Barung Barung Balantai )
Pada Tanggal : 2% Januari 2020 Nt
Sekretaris Nagari Barung Barung Balantai

'OKTARINA
LEMBARAN BERITA NAGARI NOMOR 2 TAHUN 2020
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